
















































































































































HAK, KEWAJIBAN DAN TATA TERTIB PASIEN 

RSUD I LAGALIGO LUWU TIMUR 

 

A. HAK PASIEN 
1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang beraku di Rumah 

Sakit.  

2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien  

3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi  

4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan 

standar prosedur operasional  

5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari  

kerugian fisik dan materi  

6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang di dapatkan  

7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan 

yang berlaku di Rumah Sakit  

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang di deritanya kepada dokter lainyang 

mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit  

9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data 

medisnya 

10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis,  

11. tujuan tindakan medis, alternative tindakan risiko dan komplikasi yang mungkin 

terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya 

pengobatan  

12. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh 

tenaga kesehatan terhadap penyakit yang deritanya  

13. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis  

14. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang di anutnya selama hal itu  

tidak mengganggu pasien lainnya  

15. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di  Rumah 

Sakit  

16. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya  

17. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan 

kepercayaan yang dianutnya  

18. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga 

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata 

maupun pidana, dan  

19. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan 

melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

B.KEWAJIBAN PASIEN  
1.  Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata 

tertib rumah sakit.  

2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam 

pengobatan.  



3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya  tentang 

penyakit yang diderita kepada dokter  

4. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas 

jasa pelayanan rumah sakit/dokter.  

5.Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah 

disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya 

 

C.TATA TERTIB PENGUNJUNG PASIEN  

 
1. PENJAGA PASIEN HANYA 2 (DUA) ORANG KECUALI PASIEN GAWAT  

2. DILARANG MEMBAWA ANAK USIA DIBAWAH 12 TAHUN  

 

3. DILARANG MEMBAWA :  

 KIPAS ANGIN  

 KASUR  

 TV/RADIO  

 DISPENSER  

 

4. DILARANG BUANG SAMPAH SEMBARANGAN  

5. DILARANG MEMBUAT KERIBUTAN DI RUMAH SAKIT  

6. DILARANG MEROKOK DALAM RUANG PERAWATAN  

7. DILARANG MENCUCI DAN MENJEMUR PAKAIAN DI RUMAH SAKIT  

 

8. WAKTU BERKUNJUNG :  

PAGI : 09.00 – 12.00 WITA  

MALAM  : 16.00 – 21.00 WITA  

 

9. JAGALAH KEBERSIHAN RUANGAN & KAMAR MANDI  

10. DILARANG DUDUK DIATAS TEMPAT TIDUR YANG KOSONG  

11. OBAT PASIEN DISERAHKAN KE PERAWAT  

12. PASIEN DAN KELUARGA WAJIB MEMATUHI PERATURAN DAN TATA TERTIB INI 
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Tentang DESA sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
karya 

Tentang Pengelolaan Keuangan desa 

 
 

Tentang Desa. 

 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa 



 

 

 
 
 
 
 

“Bantuan Keuangan Khusus selanjutnya 
disebut BKK” adalah bantuan yang diberikan kepada 

Pemerintah Desa berupa uang yang bersumber dari 
APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah 

PENGERTIAN 



 

Latar Belakang 
 merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati 

Luwu Timur Periode 2021-2026.

 
 Dalam rangka mencapai desa maju dan mandiri, baik 

dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, 
bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa itu sendiri.

 
 untuk melaksanakan pembangunan desa  yang  partisipatif 

dan berkesinambungan serta mensinergikan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan 
program pemerintah dan pemerintah daerah.



 

MISI BKK 

 
 
 
 

 

kemandirian dalam mengorganisir diri untuk memobilisasi 
sumber daya yang ada di lingkungan desa 

 
 
 
 
 

a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa; 

b. mendorong  pemberdayaan masyarakat; 

c. peningkatan Indeks Desa Membangun Daerah; 

d. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa; 

e. mengembangkan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

f. meningkatkan kinerja BPD; 

g. meningkatkan peranan BUM Desa dalam peningkatan perekonomian di desa; dan 

h. meningkatkan kerja sama antar desa dalam mengelola potensi desa. 

VISI BKK 



 

 

 
 

01. otonomi, berarti masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara 
mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar 

02. partisipasi, berarti masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur 
tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 
pikiran, atau dalam bentuk materiil. 

03. demokratis, berarti masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara 
musyawarah dan mufakat 

04. Transparansi & akuntabilitas, berarti masyarakat memiliki akses 

terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan 
kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik 

secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 

05. prioritas, berarti masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan 
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan bagi desa. 

. 

PRINSIP DASAR BKK 



 

 

 

 

 

 

PROPOSAL ditandatangani KEPALA DESA dan diketahui oleh CAMAT 

PROPOSAL memuat tentang: 

a. Latar belakang 

b. Maksud dan tujuan 

c. Uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

d. Kebutuhan anggaran 

e. Ketersediaan dan kejelasan status tanah 

f. Data pendukung yang dianggap perlu 

PENGANGGARAN BKK 

BKK diusulkan melalui proposal ditujukan kepada Bupati melalui 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

PENGANGGARAN BKK 

Proposal …… disampaikan paling lambat bulan NOVEMBER tahun 

anggaran sebelumnya. Untuk usulan tahun anggaran 2020 

disampaikan paling lambat bulan FEBRUARI 2022 

PROPOSAL DIVERIFIKASI KEBENARANNYA DAN KESUSAIAN KEGIATAN 

BKK OLEH TIM VERIFIKASI KABUPATEN DENGAN BERITA ACARA 



 

 

  KOMPOSISI PENGANGGARAN BKK  
 

1. PEMBANGUNAN DESA …. 60% (bedah rumah, lampu jalan & kegiatan lainnya) 

2. PRMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA minimal 30% 

3. MAKSIMAL 10% untuk: 
 

a. Peningkatan kapasitas apparat desa 

b. Tambahan tunjangan BPD (Rp, 250.000,-/bln) 

c. Biaya operasional kepala desa (Rp. 25 jt/thn) 

d. Pendamping teknis BKK 



 

 

  PEMBANGUNAN DESA (kegiatan lainnya_  

a. Jalan Lingkungan, Jalan Tani dan jalan Produksi 

b. Pembangunan rumah ibadah berskala desa 

c. Pembangunan Jembatan dan Gorong-Gorong Desa 

d. Talud jalan Desa 

e. Jaringan Irigasi Desa atau Jaringan Tersier 

f. Lapangan Desa dan Ruang Terbuka Hijau 

g. Penyedian Jamban 

h. Sumur Peresapan Air Hujan 



 

 

  PEMBANGUNAN DESA (kegiatan lainnya_  
 
 

i. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa 

j. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

k. Pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi 

mandiri 

l. Pembangunan Internet Desa di Area Public 

a. Drainase: 

m. Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 

n. Pasar Desa: 

m. Pembangunan Destinasi Wisata Desa 



 

 

Pemberdayaan Masyarakat….30% 

a. Pemberian insentif petugas keagamaan; 
b. pensertifikatan aset desa 

c. Peningkatan Kapasitas Pelaku Prekonomian di desa; 

d. Optimalisasi Pengelolaan BUM Desa); 
e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 
f. Pengembangan produk unggulan desa 
g. Mitigasi bencana 

h. Tahfidz Qur’an dan Penghafal Kitab Suci. 
 
 
 

Operasional Kepala Desa, : 

a. Biaya makan minum tamu kepala desa; 
b. Biaya operasional lainnyadalam rangka penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat 



 

 
 

TIM  VERIFIKASI  KECAMATAN……melakukan  verifikasi  kelengkapan  berkas  permohonan 

penyaluran BKK dan kesusaian penggunaan dana BKK dItuangkan dalam BERITA ACARA 
 

Penyaluran dan Pencairan 

Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada 
BUPATI melalui Dinas (DPMD) dgn terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim 
verikasi kecamatan 

Kepala Dinas (DPMD) mengajukan surat permohonan pencairan dana dari 
rekening kas umum daerah ke RKD kepada Kepala Badan (BKAD) di setiap 
tahap penyaluran 



 

KEPUTUSAN BUPATI 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI AKAN MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA, 

ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BKK DENGAN 

KEPUSAN BUPATI 

……………………….. PASAL 11 ayat (1)… 



 

 
 

 

a. Kegiatan yang biaya oleh BKK dilaksanakan oleh PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN; 

b. kasie ATAU kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran; 

c. PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN ditetapkan dengan KEPUTUSAN KEPALA DESA 

d. Pelaksanaan kegiatan mengutamakan secara SWAKELOLA 
 
 
 
 
 

SISA DANA YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA TAHUN BERJALAN MENJADI SISA 
LEBIH PELAKSANAAN ANGGARAN DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI 

PENGURANG PENYALURAN DANA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 

Pelaksanaan Kegiatan 



 

 
 

Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat 

melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan 

sumber daya yang ada di Desa 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan 

tujuan memperluas kesempatan kerja dan 

pemberdayaan masyarakat setempat. 



 

LARANGAN 
 MENGUBAH KEGIATAN DAN ALOKASI BKK 

 Membangunan dan merehab yang BUKAN ast desa dan kewenangan desa; 

 Menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman. 

 Menginvestasikan dana BKK kecuali penyertaan modal kepada BUM Desa 

 

 
Penerimaan dan 

Penyerahan Hasil Pekerjaan : 

Penerimaan hasil pekerjaan oleh Kasie/Kaur selaku pelaksana anggaran dari 

pelaksana/penyedia jasa, selanjutnya Kasie/kaur menyerahkan kepada Kepala 

Desa dengan dilengkapi berita acara penerimaan dan penyerahan 
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